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Abstrak 

Efisiensi penganggaran merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang 

akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas 

perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK 

Kabupaten Yahukimo. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei 

eksplanatori. Populasi penelitian meliputi seluruh aparatur Sekretariat DPRK dan anggota DPRK 

Kabupaten Yahukimo yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran. Teknik pengambilan 

sampel menggunakan total sampling dengan 70 responden. Pengumpulan data dilakukan melalui 

kuesioner dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda setelah 

memenuhi uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 

perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Partisipasi 

legislatif juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Secara simultan, 

kedua variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat 

DPRK Kabupaten Yahukimo. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas proses perencanaan 

anggaran yang didukung partisipasi legislatif yang aktif dapat mendorong pengelolaan anggaran yang 

lebih efisien, transparan, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas perencanaan dan 

optimalisasi peran legislatif menjadi strategi penting dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan 

daerah. 
.  

Kata kunci: kualitas perencanaan anggaran; partisipasi legislatif; efisiensi penganggaran; pengelolaan 

keuangan daerah; DPRK Kabupaten Yahukimo. 

 

 

Abstract  

Budget efficiency is a fundamental prerequisite for achieving accountable and performance-oriented 

public financial management. This study aimed to examine the effects of budget planning quality and 

legislative participation on budget efficiency at the Regional People's Representative Council (DPRK) 

Secretariat of Yahukimo Regency. A quantitative explanatory survey design was employed involving 70 

respondents selected through a total sampling technique, consisting of administrative staff and members 

of the DPRK directly engaged in the budgeting process. Primary data were collected using structured 

questionnaires and supported by documentation. The data were analyzed using multiple linear 

regression after fulfilling the requirements of validity, reliability, and classical assumption tests. The 

findings reveal that budget planning quality has a positive and significant effect on budget efficiency. 

Legislative participation also exerts a positive and significant influence on budget efficiency. 
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Furthermore, both independent variables simultaneously have a significant effect on budget efficiency. 

These findings highlight that improving the quality of budget planning and strengthening legislative 

participation are essential strategies for enhancing budget efficiency, transparency, and accountability 

in local government financial management. The study provides empirical evidence to support the 

development of more effective and participatory budgeting practices within regional public institutions.   

 

Keywords: budget planning quality; legislative participation; budget efficiency; public financial 

management; local government. 

 
 

Pendahuluan  
Pengelolaan keuangan publik merupakan salah satu pilar utama dalam 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam era 
desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu menyusun 
anggaran yang memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memastikan bahwa 
setiap alokasi anggaran memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melalui prinsip 
efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Efisiensi penganggaran menjadi 
indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah karena 
mencerminkan kemampuan pemerintah memanfaatkan sumber daya publik secara 
ekonomis untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbagai penelitian menunjukkan 
bahwa efisiensi belanja pemerintah daerah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik, penguatan tata kelola, serta pencapaian kinerja organisasi sektor 
publik (Juned & Joniansyah, 2026; Rahayu & Khoirunurrofik, 2022).  

Dalam praktiknya, efisiensi penganggaran tidak hanya dipengaruhi oleh 
ketersediaan sumber daya fiskal, tetapi juga oleh kualitas proses penyusunan anggaran. 
Perencanaan anggaran yang disusun berdasarkan kebutuhan riil, indikator kinerja yang 
terukur, dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan akan 
menghasilkan alokasi anggaran yang lebih rasional dan mampu meminimalkan 
pemborosan (Roreng & Halik, 2025). Sebaliknya, lemahnya kualitas perencanaan sering 
kali menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara program yang direncanakan 
dengan kebutuhan organisasi, rendahnya tingkat penyerapan anggaran, serta 
munculnya belanja yang kurang memberikan nilai tambah terhadap pencapaian sasaran 
pembangunan daerah (Fadillah et al., 2021). Kondisi tersebut menjadikan kualitas 
perencanaan anggaran sebagai salah satu determinan utama efisiensi pengelolaan 
keuangan pemerintah daerah.  

Selain kualitas perencanaan, partisipasi lembaga legislatif juga merupakan faktor 
yang menentukan keberhasilan proses penganggaran. Dalam sistem pemerintahan 
daerah di Indonesia, DPRD/DPRK memiliki fungsi anggaran yang meliputi 
pembahasan, penyempurnaan, persetujuan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterlibatan legislatif yang aktif, 
didukung kapasitas teknis yang memadai, diyakini mampu meningkatkan kualitas 
keputusan anggaran melalui mekanisme pengawasan dan proses deliberasi yang lebih 
objektif. Sebaliknya, partisipasi legislatif yang rendah berpotensi menghasilkan alokasi 
anggaran yang kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun prioritas 
pembangunan daerah (Usman et al., 2024).  

Meskipun demikian, berbagai pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi 
tantangan dalam mewujudkan efisiensi penganggaran. Kajian mengenai efisiensi 
belanja daerah menunjukkan bahwa keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya 
kualitas perencanaan, serta belum optimalnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif 
masih menjadi penyebab utama belum optimalnya kinerja penganggaran daerah. 
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Bahkan, penelitian terbaru mengenai implementasi anggaran daerah menegaskan 
bahwa kualitas tata kelola fiskal sangat dipengaruhi oleh kemampuan institusi dalam 
mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran secara 
konsisten (Nuranindita et al., 2026; Roreng et al., 2026).  

Fenomena tersebut juga ditemukan pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo 
sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan dukungan administratif dan 
keuangan bagi pelaksanaan fungsi legislatif. Berdasarkan latar belakang penelitian, 
masih ditemukan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kualitas perencanaan 
anggaran, tingkat partisipasi anggota DPRK dalam proses penyusunan anggaran, serta 
belum optimalnya efisiensi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRK. Kondisi tersebut 
tercermin dari adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan riil organisasi dengan alokasi 
anggaran, rendahnya kualitas analisis kebutuhan, serta variasi realisasi anggaran dari 
tahun ke tahun. Selain itu, laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan juga masih 
menunjukkan adanya kelemahan dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaan 
anggaran.  

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini mengidentifikasi beberapa 
permasalahan utama sebagaimana disajikan pada Tabel 1. 

 
Tabel 1. Fenomena Penelitian 

No Fenomena Indikasi Permasalahan 
Dampak terhadap 

Efisiensi 

1 

Kualitas 
perencanaan 
anggaran belum 
optimal 

Perencanaan belum sepenuhnya 
berbasis kebutuhan riil dan 
analisis yang komprehensif 

Potensi pemborosan 
anggaran 

2 
Partisipasi legislatif 
belum maksimal 

Kapasitas teknis anggota 
legislatif dan keterbatasan waktu 
pembahasan anggaran 

Pengawasan dan 
penyempurnaan anggaran 
kurang optimal 

3 
Realisasi anggaran 
berfluktuasi 

Ketidaksesuaian antara 
perencanaan dan implementasi 
program 

Efektivitas pelaksanaan 
kegiatan menurun 

4 
Temuan 
pemeriksaan BPK 

Masih terdapat kelemahan 
dalam proses perencanaan dan 
pengelolaan anggaran 

Menurunkan kualitas tata 
kelola keuangan daerah 

Sumber: Diolah dari observasi awal terhadap LHP BPK Kabupaten Yahukimo. 
 

Di sisi lain, isu efisiensi penganggaran menjadi semakin penting bagi Kabupaten 
Yahukimo mengingat karakteristik wilayahnya sebagai salah satu kabupaten di Provinsi 
Papua Pegunungan yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan sangat 
bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam kondisi tersebut, setiap rupiah 
anggaran publik harus dikelola secara efisien agar mampu menghasilkan manfaat 
maksimal bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat. 
Oleh karena itu, peningkatan kualitas proses perencanaan anggaran dan optimalisasi 
peran legislatif merupakan dua aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam 
upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah. 
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Kajian mengenai efisiensi penganggaran sektor publik telah berkembang pesat 
dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar penelitian menempatkan kualitas 
perencanaan anggaran sebagai determinan utama keberhasilan pengelolaan keuangan 
daerah. Perencanaan yang berbasis kebutuhan, berorientasi pada kinerja, serta selaras 
dengan dokumen perencanaan pembangunan terbukti mampu meningkatkan kualitas 
alokasi sumber daya publik dan meminimalkan pemborosan anggaran (OECD, 2019; 
World Bank, 2021). Selain itu, implementasi performance-based budgeting mendorong 
organisasi sektor publik untuk mengalokasikan anggaran berdasarkan target kinerja 
yang terukur sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan. 

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kualitas perencanaan anggaran tidak 
dapat dipisahkan dari proses partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan, khususnya lembaga legislatif. Fungsi anggaran yang dimiliki 
DPRD/DPRK merupakan mekanisme checks and balances yang bertujuan memastikan 
bahwa APBD disusun secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kualitas pengawasan legislatif dan 
keterlibatan anggota dewan dalam pembahasan anggaran berkontribusi terhadap 
peningkatan akuntabilitas fiskal dan efektivitas belanja publik (Kim et al., 2023; OECD, 
2019). 

Di Indonesia, penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi 
penganggaran umumnya dilakukan pada organisasi perangkat daerah (OPD) di 
lingkungan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
perencanaan anggaran, kompetensi aparatur, sistem pengendalian intern, dan 
komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengelolaan keuangan 
daerah. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada institusi 
eksekutif sehingga belum memberikan gambaran mengenai dinamika penganggaran 
pada lembaga legislatif daerah (Mediaty et al., 2025; Nislandi & Munari, 2023). 

Lebih lanjut, penelitian mengenai partisipasi legislatif dalam proses penganggaran 
sebagian besar membahas fungsi pengawasan DPRD terhadap APBD secara umum, 
sedangkan kajian yang menghubungkan partisipasi legislatif dengan efisiensi 
penganggaran pada unit kerja Sekretariat DPRD/DPRK masih relatif terbatas. Padahal, 
Sekretariat DPRK merupakan perangkat daerah yang secara administratif bertanggung 
jawab menyediakan dukungan kelembagaan bagi pelaksanaan fungsi legislasi, 
anggaran, dan pengawasan DPRK. Dengan demikian, kualitas pengelolaan anggaran 
pada Sekretariat DPRK memiliki implikasi langsung terhadap efektivitas 
penyelenggaraan fungsi legislatif. 

 
Tabel 2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Peneliti Fokus Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

OECD (2019) 
Budgeting and 
Public Governance 

Perencanaan berbasis 
kinerja meningkatkan 
efisiensi anggaran 

Tidak mengkaji 
lembaga legislatif 
daerah 

World Bank 
(2021) 

Public Financial 
Management 

Kualitas tata kelola fiskal 
meningkatkan efektivitas 
belanja publik 

Tidak menguji 
partisipasi legislatif 

Kim & Park 
(2022) 

Legislative 
Oversight and Fiscal 
Accountability 

Pengawasan legislatif 
meningkatkan 
akuntabilitas fiskal 

Tidak menguji 
kualitas perencanaan 
anggaran 
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Peneliti Fokus Penelitian Hasil Penelitian Research Gap 

Behn (2020) 
Performance 
Budgeting 

Perencanaan berbasis 
kinerja meningkatkan 
efisiensi organisasi publik 

Konteks pemerintah 
pusat 

Penelitian 
OPD Indonesia 
(2021–2025) 

Pengelolaan 
keuangan daerah 

Perencanaan anggaran 
berpengaruh terhadap 
kualitas pengelolaan 
keuangan 

Berfokus pada OPD 
eksekutif 

Penelitian 
DPRD 
Indonesia 
(2020–2025) 

Fungsi anggaran 
DPRD 

Partisipasi DPRD 
meningkatkan kualitas 
pengawasan anggaran 

Belum menguji 
efisiensi 
penganggaran 
Sekretariat DPRD 

Tabel di atas menunjukkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara simultan menguji 
pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi 
penganggaran pada Sekretariat DPRK di wilayah Papua. 
 

Berdasarkan kajian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research 
gap). 

Pertama, empirical gap. Sebagian besar penelitian terdahulu menganalisis efisiensi 
penganggaran pada organisasi perangkat daerah di lingkungan eksekutif (Budiharjo et 
al., 2025; Maharani et al., 2022), sedangkan penelitian yang secara khusus menjadikan 
Sekretariat DPRK sebagai objek penelitian masih sangat terbatas. Akibatnya, bukti 
empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penganggaran pada 
lembaga legislatif daerah belum berkembang secara memadai. 

Kedua, contextual gap. Hingga saat ini penelitian mengenai penganggaran publik 
di wilayah Papua Pegunungan masih sangat sedikit dipublikasikan dalam literatur 
ilmiah. Karakteristik daerah otonomi baru, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kondisi 
geografis, serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat 
menjadikan Kabupaten Yahukimo memiliki konteks yang berbeda dibandingkan 
daerah lain di Indonesia. Oleh karena itu, temuan penelitian pada daerah lain belum 
tentu dapat digeneralisasikan pada konteks Kabupaten Yahukimo. 

Ketiga, theoretical gap. Penelitian terdahulu umumnya menguji pengaruh 
kualitas perencanaan anggaran atau partisipasi legislatif secara terpisah terhadap 
kinerja pengelolaan keuangan (Maharani et al., 2022; Usman et al., 2024). Masih sangat 
sedikit penelitian yang mengintegrasikan kedua variabel tersebut dalam satu model 
empiris untuk menjelaskan efisiensi penganggaran pada lembaga legislatif daerah. 

Keempat, methodological gap. Sebagian penelitian sebelumnya menggunakan 
pendekatan deskriptif atau studi kasus sehingga belum mampu memberikan bukti 
kuantitatif mengenai besarnya pengaruh masing-masing variabel terhadap efisiensi 
penganggaran (Maharani et al., 2022; Usman et al., 2024). Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linear berganda sehingga mampu 
mengukur pengaruh parsial maupun simultan dari kualitas perencanaan anggaran dan 
partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran. 

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, penelitian ini 
menjadikan Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo sebagai objek penelitian, yang 
hingga saat ini masih sangat jarang dikaji dalam literatur administrasi publik di 
Indonesia. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan kualitas perencanaan anggaran dan 
partisipasi legislatif dalam satu model konseptual untuk menjelaskan efisiensi 
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penganggaran. Ketiga, penelitian ini memberikan bukti empiris dari konteks Provinsi 
Papua Pegunungan, sehingga memperkaya literatur mengenai pengelolaan keuangan 
daerah pada wilayah otonomi baru dan daerah dengan karakteristik khusus. 

Penelitian ini menjadi penting karena efisiensi penganggaran merupakan 
prasyarat utama bagi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, 
transparan, dan berorientasi pada hasil. Bagi Kabupaten Yahukimo yang masih 
menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal dan kelembagaan, setiap alokasi anggaran 
harus memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan bukti empiris mengenai sejauh mana 
kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif berkontribusi terhadap efisiensi 
penganggaran. Temuan penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi Sekretariat DPRK, 
Pemerintah Kabupaten Yahukimo, dan para pembuat kebijakan dalam merumuskan 
strategi peningkatan kualitas tata kelola penganggaran daerah. 

Berdasarkan uraian latar belakang, fenomena empiris, serta kesenjangan 
penelitian yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut. 

1. Apakah kualitas perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap 
efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo?  

2. Apakah partisipasi legislatif berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 
penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo?  

3. Apakah kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK 
Kabupaten Yahukimo? 

 

Tinjauan Literatur  
Grand Theory: Agency Theory 

Penelitian ini berlandaskan Agency Theory yang menjelaskan hubungan 
kontraktual antara principal dan agent dalam pengelolaan sumber daya organisasi. 
Dalam sektor publik, masyarakat bertindak sebagai principal yang memberikan mandat 
kepada pemerintah daerah dan DPRD/DPRK sebagai agent untuk mengelola keuangan 
negara secara efisien, transparan, dan akuntabel (Kim et al., 2023). Hubungan tersebut 
mengandung potensi agency problem akibat adanya asimetri informasi serta perbedaan 
kepentingan antara masyarakat dan penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, 
diperlukan mekanisme pengendalian, pengawasan, dan partisipasi dalam proses 
penganggaran agar penggunaan anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik. 

Dalam perspektif Agency Theory, kualitas perencanaan anggaran menjadi 
mekanisme yang mampu mengurangi ketidakpastian dan penyimpangan dalam 
penggunaan anggaran (Nuranindita et al., 2026). Perencanaan yang disusun secara 
sistematis, berbasis kebutuhan, dan didukung indikator kinerja yang jelas akan 
mengurangi peluang terjadinya pemborosan maupun alokasi sumber daya yang tidak 
produktif. Di sisi lain, partisipasi legislatif berfungsi sebagai mekanisme pengawasan 
(monitoring mechanism) yang memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah dalam 
proses penyusunan maupun pelaksanaan APBD (Slamet Widodo, 2026). Dengan 
demikian, semakin baik kualitas perencanaan anggaran dan semakin tinggi partisipasi 
legislatif, semakin tinggi pula efisiensi penganggaran yang dapat dicapai. Temuan-
temuan empiris terbaru menunjukkan bahwa pengawasan legislatif dan kualitas proses 
anggaran merupakan instrumen penting untuk mengurangi inefisiensi fiskal dan 
meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah (Jiang & Chi, 2024; Roreng et al., 2026). 
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Kualitas Perencanaan Anggaran 
 Perencanaan anggaran merupakan tahapan fundamental dalam siklus 

pengelolaan keuangan daerah karena menentukan arah alokasi sumber daya publik 
untuk mencapai tujuan pembangunan (Sanggalangi et al., 2025). Anggaran yang 
berkualitas disusun berdasarkan kebutuhan organisasi, didukung data yang akurat, 
mempertimbangkan prioritas pembangunan, serta berorientasi pada pencapaian hasil 
(outcome) (Paembonan et al., 2024). Dalam sistem performance-based budgeting, kualitas 
perencanaan tidak hanya diukur dari ketepatan penyusunan dokumen anggaran, tetapi 
juga dari keterkaitan antara tujuan strategis, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya 
(OECD, 2019). 

Reformasi pengelolaan keuangan publik dalam beberapa tahun terakhir 
menunjukkan bahwa pemerintah yang menerapkan perencanaan berbasis kinerja 
cenderung memiliki efisiensi belanja yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah yang 
masih berorientasi pada pendekatan administratif semata. Penguatan sistem 
manajemen kinerja anggaran juga terbukti meningkatkan kualitas penggunaan 
anggaran melalui peningkatan orientasi hasil dan kepatuhan fiscal (Roreng et al., 2026).  

Dalam penelitian ini, kualitas perencanaan anggaran dipahami sebagai 
kemampuan organisasi dalam menyusun anggaran yang realistis, sistematis, sesuai 
kebutuhan organisasi, selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, serta 
memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga mampu meningkatkan efisiensi 
penggunaan anggaran. 
 
Partisipasi Legislatif 

Partisipasi legislatif merupakan keterlibatan aktif anggota DPRD/DPRK dalam 
proses penyusunan, pembahasan, persetujuan, dan pengawasan anggaran daerah 
(Slamet Widodo, 2026). Dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia, fungsi anggaran 
yang dimiliki DPRD/DPRK merupakan salah satu instrumen utama untuk 
mewujudkan prinsip checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif. 

Literatur terkini menunjukkan bahwa kualitas partisipasi legislatif tidak hanya 
ditentukan oleh intensitas kehadiran anggota dewan dalam pembahasan anggaran, 
tetapi juga oleh kapasitas teknis, kualitas deliberasi, akses terhadap informasi anggaran, 
serta kemampuan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD (Andi Faisal et 
al., 2024; Slamet Widodo, 2026). Penelitian Kim et al. (2023) menunjukkan bahwa proses 
pembahasan anggaran legislatif yang lebih komprehensif mampu meningkatkan 
efisiensi anggaran pemerintah melalui pengurangan anggaran yang tidak 
termanfaatkan (unused budget) dan peningkatan kualitas keputusan fiskal.  

Selain itu, kajian sistematis mengenai budget participation memperlihatkan bahwa 
keterlibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan anggaran 
berkontribusi terhadap peningkatan kualitas keputusan, transparansi, dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan publik (Juned & Joniansyah, 2026).  

Berdasarkan perspektif tersebut, partisipasi legislatif dalam penelitian ini 
diartikan sebagai tingkat keterlibatan anggota DPRK dalam memberikan masukan, 
melakukan pembahasan, mengevaluasi, serta mengawasi proses penyusunan anggaran 
Sekretariat DPRK. 
 
Efisiensi Penganggaran 

Efisiensi penganggaran merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam 
memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal untuk menghasilkan keluaran 
(output) dan manfaat (outcome) yang maksimal dengan biaya seminimal mungkin 
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(Karikarti et al., 2025). Dalam pengelolaan keuangan daerah, efisiensi tidak hanya 
berkaitan dengan besarnya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dengan ketepatan 
alokasi anggaran terhadap prioritas pembangunan serta kemampuan organisasi 
menghasilkan nilai publik (public value) (Pualillin et al., 2025). 

Reformasi manajemen kinerja anggaran di berbagai negara menunjukkan bahwa 
efisiensi penggunaan anggaran meningkat ketika proses penyusunan anggaran berbasis 
kinerja didukung oleh sistem evaluasi yang memadai, indikator kinerja yang terukur, 
dan koordinasi yang baik antar-lembaga (Jiang & Chi, 2024). Penguatan sistem 
penganggaran berbasis kinerja juga terbukti mampu mengurangi tekanan fiskal 
pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan belanja publik (Juned & 
Joniansyah, 2026).  

Dalam penelitian ini, efisiensi penganggaran diukur berdasarkan kemampuan 
Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo mengelola anggaran secara ekonomis, tepat 
sasaran, sesuai kebutuhan organisasi, serta mampu mendukung pelaksanaan fungsi 
legislatif secara optimal. 

 
Pengembangan Hipotesis 
Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran terhadap Efisiensi Penganggaran 

Agency Theory menjelaskan bahwa perencanaan anggaran yang berkualitas 
mampu mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas dalam 
pengelolaan keuangan publik (Abbasov, 2025). Perencanaan yang berbasis kebutuhan, 
didukung indikator kinerja yang jelas, dan disusun secara sistematis akan menghasilkan 
alokasi anggaran yang lebih efisien. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas 
perencanaan anggaran berhubungan positif dengan efisiensi penggunaan anggaran dan 
kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Jiang & Chi, 2024; Roreng et al., 2026). 

 
H1: Kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi 

penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. 
 

Pengaruh Partisipasi Legislatif terhadap Efisiensi Penganggaran 
Dalam perspektif Agency Theory, legislatif berperan sebagai mekanisme 

pengawasan yang memastikan anggaran digunakan secara efektif dan akuntabel (Kim 
et al., 2023). Partisipasi legislatif yang aktif meningkatkan kualitas pembahasan 
anggaran, memperkuat transparansi, dan mengurangi potensi inefisiensi dalam 
penggunaan anggaran publik (Slamet Widodo, 2026). Penelitian empiris menunjukkan 
bahwa kualitas deliberasi legislatif dan pengawasan anggaran berkontribusi terhadap 
peningkatan efisiensi fiskal pemerintah daerah (Park et al., 2023).  

 
H2: Partisipasi legislatif berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi 

penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. 
 

Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran dan Partisipasi Legislatif terhadap 
Efisiensi Penganggaran 

Kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif merupakan dua 
komponen yang saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola keuangan publik 
yang efektif (Jiang & Chi, 2024). Perencanaan yang baik menyediakan dasar 
pengambilan keputusan yang rasional, sedangkan partisipasi legislatif memastikan 
proses penganggaran berlangsung secara transparan dan akuntabel (Ihsan et al., 2026). 
Sinergi kedua aspek tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan 



 
 

J-MEBI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 2 No. 2 July 2026 
 

35 | P a g e  
 

anggaran daerah (Usman et al., 2024).  
 
H3: Kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat DPRK 
Kabupaten Yahukimo. 

 
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini 

mengembangkan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara kualitas 
perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran. 
Hubungan antarvariabel tersebut disajikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Sumber: Persepsi Penulis (2026) 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 
 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory 

research untuk menganalisis pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi 
legislatif terhadap efisiensi penganggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten (DPRK) Kabupaten Yahukimo. Pendekatan kuantitatif dipilih karena 
mampu menguji hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik 
berdasarkan data empiris yang diperoleh dari responden (Sugiyono, 2020). Desain 
explanatory digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antarvariabel sebagaimana 
dirumuskan dalam hipotesis penelitian. 

Penelitian dilaksanakan di Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, Provinsi 
Papua Pegunungan. Lokasi penelitian dipilih karena Sekretariat DPRK memiliki peran 
strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan 
pengawasan DPRK, sehingga menjadi organisasi yang relevan untuk mengkaji kualitas 
perencanaan anggaran, partisipasi legislatif, dan efisiensi penganggaran. Pengumpulan 
data dilaksanakan selama Februari hingga April 2026. 

Populasi penelitian terdiri atas seluruh anggota DPRK Kabupaten Yahukimo 
periode 2024–2029 serta aparatur Sekretariat DPRK yang terlibat dalam proses 
penyusunan, pembahasan, dan pelaksanaan anggaran. Berdasarkan data kelembagaan, 
jumlah populasi sebanyak 70 orang, yang terdiri atas 35 anggota DPRK dan 35 aparatur 

Kualitas Perencanaan 

Anggaran (X1) 

Partisipasi Legislatif 

(X2) 

Efisiensi 

Penganggaran (Y) 
H3 
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Sekretariat DPRK. Mengingat jumlah populasi relatif kecil dan seluruh anggota populasi 
memenuhi kriteria penelitian, teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling 
(sensus) sehingga seluruh populasi dijadikan sebagai responden penelitian. Teknik ini 
memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai objek 
penelitian dan mengurangi potensi sampling error (Sugiyono, 2021). 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner kepada seluruh responden menggunakan skala Likert 
lima poin, yaitu skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju). 
Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel yang dikembangkan dari 
teori dan penelitian terdahulu mengenai pengelolaan keuangan sektor publik. Data 
sekunder diperoleh dari dokumen resmi Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, 
dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Laporan Hasil 
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta berbagai regulasi yang berkaitan 
dengan pengelolaan keuangan daerah. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji 
kualitasnya melalui uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk 
mengetahui kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian, 
sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk menguji konsistensi instrumen penelitian. 
Suatu instrumen dinyatakan valid apabila nilai koefisien korelasi (r hitung) lebih besar 
daripada r tabel pada tingkat signifikansi 5%, sedangkan instrumen dinyatakan reliabel 
apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,70 (Riadi, 2016). 

Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, 
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Uji normalitas dilakukan 
menggunakan Kolmogorov–Smirnov Test dengan kriteria nilai signifikansi lebih besar 
dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Uji multikolinearitas 
dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), di mana 
model dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 
10. Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Breusch–Pagan Test, sedangkan uji 
autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin–Watson. Model regresi 
dinyatakan memenuhi asumsi klasik apabila tidak ditemukan gejala pelanggaran 
terhadap keempat pengujian tersebut (Pallant, 2020). 

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda 
dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS Statistics versi 27. Analisis regresi linear 
berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan 
partisipasi legislatif terhadap efisiensi penganggaran. Pengujian hipotesis dilakukan 
melalui uji t untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen 
terhadap variabel dependen, uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel 
independen terhadap variabel dependen, serta koefisien determinasi (R²) untuk 
mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi efisiensi penganggaran. 
Seluruh pengujian statistik dilakukan pada tingkat signifikansi 5% (α = 0,05) (Okello, 
2024; Pallant, 2020; Riadi, 2016). 
 

Tabel 3. Item Pengukuran Variabel Penelitian 

Variabel Kode Indikator 
Jumlah 

Item 
Skala 

Kualitas Perencanaan 
Anggaran 

X1.1 
Kesesuaian penyusunan anggaran 
dengan kebutuhan organisasi 

5 
Likert 
(1–5) 
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Variabel Kode Indikator 
Jumlah 

Item 
Skala 

 X1.2 
Kejelasan tujuan dan sasaran 
anggaran 

  

 X1.3 
Ketepatan penyusunan program dan 
kegiatan 

  

 X1.4 
Sinkronisasi dengan dokumen 
perencanaan 

  

  Ketepatan alokasi anggaran   

Partisipasi Legislatif X2.1 
Keterlibatan dalam pembahasan 
anggaran 

4 
Likert 
(1–5) 

 X2.2 
Pemberian masukan terhadap 
rancangan anggaran 

  

 X2.3 
Pengawasan proses penyusunan 
anggaran 

  

 X2.4 
Kualitas pengambilan keputusan 
anggaran 

  

Efisiensi 
Penganggaran 

Y1 Ketepatan penggunaan anggaran 4 
Likert 
(1–5) 

 Y2 Efektivitas alokasi sumber daya   

 Y3 Kesesuaian realisasi dengan rencana   

 Y4 Optimalisasi penggunaan anggaran   

Sumber: Diadaptasi dari penelitian terdahulu (2026) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Karakteristik Responden 

Karakteristik responden memberikan gambaran mengenai komposisi subjek 
penelitian yang berpartisipasi dalam pengumpulan data. Responden penelitian ini 
merupakan pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses penyusunan, 
pembahasan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran pada Sekretariat DPRK 
Kabupaten Yahukimo. Oleh karena itu, responden dipilih dari dua kelompok utama, 
yaitu anggota DPRK Kabupaten Yahukimo dan aparatur Sekretariat DPRK Kabupaten 
Yahukimo. Pemilihan kedua kelompok tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi 
yang komprehensif mengenai kualitas perencanaan anggaran, partisipasi legislatif, serta 
efisiensi penganggaran berdasarkan perspektif legislatif maupun aparatur sekretariat. 

Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 70 orang yang diperoleh 
menggunakan teknik total sampling, sehingga seluruh anggota populasi dijadikan 
sebagai responden penelitian. Rincian komposisi responden disajikan pada Tabel 4. 
 

Tabel 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Kelompok Responden 

No. 
Kelompok 
Responden 

Jabatan/Posisi 
Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

1 
Legislatif DPRK 
Kabupaten 

Seluruh anggota DPRK aktif periode 
2024–2029 

35 50,0 
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No. 
Kelompok 
Responden 

Jabatan/Posisi 
Jumlah 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Yahukimo 

2 
Aparatur Sekretariat 
DPRK Kabupaten 
Yahukimo 

Sekretaris DPRK, Kepala Bagian, 
Kepala Subbagian, serta staf yang 
menangani perencanaan dan 
keuangan 

35 50,0 

 Total  70 100,0 

Sumber: Data primer diolah (2026) 
 

Berdasarkan Tabel 4, komposisi responden menunjukkan proporsi yang 
seimbang antara unsur legislatif dan aparatur Sekretariat DPRK, masing-masing 
sebanyak 35 orang (50,0%). Komposisi tersebut memberikan representasi yang memadai 
terhadap seluruh pihak yang memiliki peran strategis dalam proses penganggaran di 
lingkungan DPRK Kabupaten Yahukimo. Anggota DPRK berperan dalam fungsi 
pembahasan, persetujuan, dan pengawasan anggaran, sedangkan aparatur Sekretariat 
DPRK bertanggung jawab terhadap penyusunan, pengelolaan, serta pelaksanaan 
administrasi anggaran. Dengan demikian, informasi yang diperoleh dari kedua 
kelompok responden diharapkan mampu memberikan gambaran empiris yang 
komprehensif mengenai pengaruh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi 
legislatif terhadap efisiensi penganggaran. 
 
Hasil Uji Asumsi Klasik 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis melalui analisis regresi linear berganda, 
terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi 
memenuhi persyaratan statistik sehingga menghasilkan estimasi parameter yang 
bersifat tidak bias (Best Linear Unbiased Estimator/BLUE). Pengujian meliputi uji 
normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

 
Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah residual model regresi 

berdistribusi normal. Pengujian dilakukan menggunakan metode Kolmogorov–

Smirnov. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas 

Metode Statistik Asymp. Sig. Kriteria Keterangan 

Kolmogorov–Smirnov 0,046 0,997 Sig. > 0,05 Normal 

               Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026). 
 
Berdasarkan Tabel 5, nilai Asymp. Sig. sebesar 0,997 lebih besar daripada 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal 
sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi. 

 
Uji Multikolinearitas 
Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang 

tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Hasil pengujian disajikan pada 
Tabel 6. 
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Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Independen Tolerance VIF Keterangan 

Kualitas Perencanaan Anggaran (X₁) 0,949 1,054 Tidak terjadi multikolinearitas 

Partisipasi Legislatif DPRK (X₂) 0,949 1,054 Tidak terjadi multikolinearitas 

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026). 
 
Nilai Tolerance masing-masing variabel sebesar 0,949, lebih besar dari 0,10, 

sedangkan nilai VIF sebesar 1,054, lebih kecil dari 10. Dengan demikian, model regresi 
tidak mengalami gejala multikolinearitas sehingga variabel independen dapat 
digunakan secara simultan dalam analisis. 

 
Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas dilakukan menggunakan Breusch–Pagan Test untuk 

mengetahui apakah varians residual bersifat konstan. Hasil pengujian disajikan pada 
Tabel 7. 

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Metode Test Statistic df Sig. Keterangan 

Breusch–Pagan Test 0,619 2 0,734 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026). 
 
Nilai signifikansi sebesar 0,734 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas. Dengan demikian, residual 
memiliki varians yang homogen. 

 
Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik Durbin–Watson. Hasil 

pengujian disajikan pada Tabel 8. 
 

Tabel 8. Hasil Uji Autokorelasi 

Metode Nilai DW Kriteria Keterangan 

Durbin–Watson 1,815 1,5 < DW < 2,5 Tidak terjadi autokorelasi 

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026). 
 
Nilai Durbin–Watson sebesar 1,815 berada pada rentang 1,5–2,5, sehingga model 

regresi memenuhi asumsi independensi residual dan tidak terdapat autokorelasi. 
 
Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh Kualitas 

Perencanaan Anggaran (X₁) dan Partisipasi Legislatif DPRK (X₂) terhadap Efisiensi 
Penganggaran (Y). Hasil analisis menghasilkan persamaan regresi sebagai berikut. 

 
𝑌 = 0,089 + 0,528𝑋1 + 0,444𝑋2 + 𝑒 

 
Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 0,089 

menggambarkan nilai efisiensi penganggaran ketika seluruh variabel independen 
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bernilai nol. Koefisien regresi Kualitas Perencanaan Anggaran (0,528) menunjukkan 
bahwa setiap peningkatan satu satuan kualitas perencanaan anggaran akan 
meningkatkan efisiensi penganggaran sebesar 0,528 satuan, dengan asumsi variabel lain 
konstan. Sementara itu, koefisien Partisipasi Legislatif DPRK (0,444) menunjukkan 
bahwa peningkatan partisipasi legislatif sebesar satu satuan akan meningkatkan 
efisiensi penganggaran sebesar 0,444 satuan. 

 
Uji Hipotesis Parsial (Uji t) 
Hasil uji parsial disajikan pada Tabel 9. 

Tabel 9. Hasil Uji t 

Variabel B Std. Error Beta t hitung Sig. Keputusan 

Konstanta 0,089 0,286 – 0,310 0,757 – 

Kualitas Perencanaan Anggaran (X₁) 0,528 0,071 0,564 7,391 0,000 H₁ diterima 

Partisipasi Legislatif DPRK (X₂) 0,444 0,076 0,445 5,836 0,000 H₂ diterima 

Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026). 
 
Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kualitas Perencanaan Anggaran 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran (β = 0,564; t = 7,391; 
p < 0,001). Selain itu, Partisipasi Legislatif DPRK juga berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap efisiensi penganggaran (β = 0,445; t = 5,836; p < 0,001). Dengan demikian, 
Hipotesis 1 dan Hipotesis 2 diterima. 

 
Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 
Hasil uji simultan disajikan pada Tabel 10. 
 

Tabel 10. Hasil Uji F 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 50,250 2 25,125 57,063 0,000 

Residual 29,500 67 0,440   

Total 79,750 69    

            Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026). 
 
Nilai F hitung sebesar 57,063 dengan p < 0,001 menunjukkan bahwa kualitas 

perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap efisiensi penganggaran. Dengan demikian, Hipotesis 3 diterima. 

 
Koefisien Determinasi (R²) 
Kemampuan model dalam menjelaskan variasi efisiensi penganggaran disajikan 

pada Tabel 11. 
Tabel 11. Hasil Koefisien Determinasi 

Indikator Nilai 

R Square 0,630 

Adjusted R Square 0,619 

            Sumber: Hasil olah data menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27 (2026). 
 
Nilai R² sebesar 0,630 menunjukkan bahwa 63,0% variasi efisiensi penganggaran 
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dapat dijelaskan oleh kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif. Adapun 
37,0% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kapasitas 
sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, kualitas sistem informasi 
penganggaran, kepemimpinan organisasi, transparansi, dan mekanisme evaluasi 
anggaran. 

 

Pembahasan 
Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran terhadap Efisiensi Penganggaran 

Bagian ini membahas hasil pengujian Hipotesis 1 yang menunjukkan bahwa 
kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi 
penganggaran pada Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Hasil analisis regresi 
menunjukkan koefisien regresi sebesar 0,528 dengan nilai t = 7,391 dan p < 0,001, 
sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa 
semakin baik kualitas perencanaan anggaran yang disusun oleh organisasi, semakin 
tinggi tingkat efisiensi penganggaran yang dapat dicapai. 

Secara konseptual, hasil penelitian ini dapat dijelaskan melalui Stewardship 
Theory yang memandang bahwa aparatur pemerintah sebagai steward memiliki 
tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan 
akuntabel demi kepentingan masyarakat (Davis et al., 1997). Perencanaan anggaran 
yang disusun secara sistematis, berbasis kebutuhan organisasi, serta selaras dengan 
prioritas pembangunan akan menghasilkan alokasi sumber daya yang lebih tepat 
sasaran sehingga dapat meminimalkan pemborosan anggaran (Abbasov, 2025; Jiang & 
Chi, 2024). 

Dari perspektif manajemen sektor publik, kualitas perencanaan anggaran 
berfungsi sebagai dasar utama dalam proses pengendalian, pelaksanaan, dan evaluasi 
program pemerintah. Perencanaan yang baik memungkinkan organisasi menetapkan 
prioritas kegiatan secara rasional, mengurangi duplikasi program, serta meningkatkan 
ketepatan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, peningkatan kualitas perencanaan 
anggaran secara langsung akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya 
keuangan daerah (Roreng & Halik, 2025). 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuranindita et al. (2026) yang menemukan 
bahwa kualitas perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap efisiensi 
pengelolaan keuangan daerah. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Mutiarin et al. (2020) 
yang menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang berbasis kinerja mampu 
meningkatkan efektivitas sekaligus efisiensi belanja pemerintah daerah. Selain itu, 
Khaerah et al. (2026) menyimpulkan bahwa kualitas proses perencanaan merupakan 
determinan utama keberhasilan implementasi anggaran pada organisasi sektor publik. 

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki karakteristik yang berbeda 
dibandingkan penelitian sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus 
pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten secara umum, sedangkan 
penelitian ini secara khusus mengkaji lingkungan Sekretariat DPRK Kabupaten 
Yahukimo, yang memiliki karakteristik kelembagaan berbeda karena melibatkan fungsi 
pendukung legislatif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan bukti empiris 
bahwa kualitas perencanaan anggaran juga menjadi faktor penting dalam 
meningkatkan efisiensi penganggaran pada institusi pendukung lembaga legislatif 
daerah. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat Stewardship Theory dalam 
konteks tata kelola keuangan sektor publik dengan menunjukkan bahwa kualitas proses 
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perencanaan merupakan determinan penting dalam mewujudkan efisiensi penggunaan 
anggaran (Davis et al., 1997). Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi 
Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo untuk memperkuat kualitas penyusunan 
dokumen perencanaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
penyempurnaan mekanisme perencanaan berbasis kinerja, serta peningkatan 
sinkronisasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran. 

 
Pengaruh Partisipasi Legislatif terhadap Efisiensi Penganggaran 

Hasil pengujian Hipotesis 2 menunjukkan bahwa partisipasi legislatif 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi penganggaran. Nilai koefisien 
regresi sebesar 0,444, dengan t = 5,836 dan p < 0,001, mengindikasikan bahwa 
peningkatan keterlibatan anggota DPRK dalam proses pembahasan dan pengawasan 
anggaran mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah. 

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui perspektif Agency Theory yang 
menempatkan DPRK sebagai mekanisme pengawasan (monitoring mechanism) terhadap 
pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). 
Partisipasi legislatif yang aktif dalam proses pembahasan APBD memungkinkan 
terjadinya proses evaluasi terhadap usulan program, identifikasi potensi pemborosan, 
serta penyempurnaan alokasi anggaran sebelum ditetapkan. Dengan demikian, 
keterlibatan legislatif mampu meningkatkan kualitas keputusan anggaran dan 
mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien. 

Selain fungsi pengawasan, partisipasi legislatif juga berperan sebagai media 
penyaluran aspirasi masyarakat ke dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang 
disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat cenderung lebih tepat sasaran sehingga 
dapat meningkatkan efisiensi sekaligus efektivitas pelaksanaan program pembangunan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Roreng et al. (2026) yang 
menemukan bahwa partisipasi legislatif meningkatkan kualitas pengawasan terhadap 
pengelolaan keuangan daerah. Penelitian Abdullah et al. (2020) juga menunjukkan 
bahwa keterlibatan legislatif secara aktif dalam proses penganggaran berkontribusi 
terhadap peningkatan akuntabilitas dan efisiensi belanja daerah. Selanjutnya, Ritonga et 
al. (2025) melaporkan bahwa pengawasan legislatif merupakan salah satu determinan 
utama keberhasilan implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berfokus pada 
Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, sehingga memperluas bukti empiris mengenai 
pentingnya partisipasi legislatif dalam meningkatkan efisiensi penganggaran pada 
wilayah otonomi khusus yang masih relatif jarang diteliti. 

Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan Agency Theory dalam 
konteks hubungan legislatif dan pengelolaan keuangan daerah (Eisenhardt & Zbaracki, 
1992). Secara praktis, hasil penelitian menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas 
anggota DPRK dalam bidang penganggaran melalui pendidikan dan pelatihan, 
sehingga fungsi pembahasan dan pengawasan anggaran dapat dilaksanakan secara 
lebih efektif. 

 
Pengaruh Kualitas Perencanaan Anggaran dan Partisipasi Legislatif terhadap 
Efisiensi Penganggaran 

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran 
dan partisipasi legislatif secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap efisiensi 
penganggaran. Nilai F = 57,063 dengan p < 0,001 menunjukkan bahwa kedua variabel 
independen mampu menjelaskan variasi efisiensi penganggaran secara signifikan. 
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Selain itu, nilai koefisien determinasi (R²) sebesar 0,630 menunjukkan bahwa sebesar 
63,0% variasi efisiensi penganggaran dapat dijelaskan oleh kedua variabel tersebut, 
sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. 

Temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi penganggaran tidak hanya ditentukan 
oleh kualitas dokumen perencanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas proses 
pengawasan dan partisipasi legislatif. Perencanaan yang baik tanpa pengawasan 
legislatif yang efektif berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam implementasi 
anggaran. Sebaliknya, pengawasan legislatif yang kuat tanpa didukung perencanaan 
yang berkualitas juga tidak akan menghasilkan penggunaan anggaran yang optimal. 
Oleh karena itu, kedua faktor tersebut saling melengkapi dalam mewujudkan tata kelola 
keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. 

Hasil penelitian ini memperkuat temuan OECD (2019) mengenai pentingnya 
integrasi antara budget planning, legislative oversight, dan public financial management 
dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan sektor publik. Selain itu, hasil 
penelitian ini juga mendukung penelitian Kim et al. (2023) yang menyatakan bahwa 
efisiensi anggaran pemerintah dipengaruhi oleh sinergi antara kualitas perencanaan dan 
efektivitas fungsi pengawasan legislatif. 

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi antara Stewardship 
Theory dan Agency Theory memberikan kerangka yang komprehensif dalam 
menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penganggaran pada organisasi 
sektor publik. Sementara itu, secara praktis penelitian ini memberikan rekomendasi 
kepada Pemerintah Kabupaten Yahukimo untuk meningkatkan integrasi antara proses 
perencanaan anggaran dan mekanisme pengawasan legislatif melalui penyusunan 
standar operasional penganggaran, penguatan koordinasi antarunit kerja, serta 
peningkatan transparansi informasi anggaran. 

 
Implikasi Teoritis 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di 
bidang manajemen keuangan sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan efisiensi 
penganggaran pada lembaga legislatif daerah. Penelitian ini membuktikan bahwa 
kualitas perencanaan anggaran dan partisipasi legislatif merupakan dua determinan 
penting yang secara parsial maupun simultan memengaruhi efisiensi penganggaran. 
Temuan tersebut memperkuat pandangan Stewardship Theory yang menjelaskan 
bahwa aparatur pemerintah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola 
sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel melalui proses perencanaan 
anggaran yang berkualitas. Di sisi lain, hasil penelitian ini juga mendukung Agency 
Theory, yang menempatkan legislatif sebagai mekanisme pengawasan (monitoring 
mechanism) untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai kepentingan 
publik. 

Selain memperkuat kedua landasan teori tersebut, penelitian ini juga memperluas 
bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi penganggaran pada 
lingkungan Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo, yang hingga saat ini masih relatif 
terbatas dalam kajian akademik. Dengan demikian, penelitian ini memberikan 
kontribusi empiris dalam memperkaya literatur mengenai tata kelola keuangan daerah, 
khususnya pada organisasi pendukung lembaga legislatif di wilayah otonomi khusus. 
Temuan ini juga membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengembangkan 
model yang lebih komprehensif dengan memasukkan variabel lain, seperti kapasitas 
sumber daya manusia, sistem informasi penganggaran, kepemimpinan organisasi, 
transparansi anggaran, serta sistem pengendalian intern pemerintah. 
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Implikasi Praktis 
Hasil penelitian ini memiliki implikasi praktis bagi Sekretariat DPRK Kabupaten 

Yahukimo maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan efisiensi 
penganggaran. Pertama, kualitas perencanaan anggaran perlu terus ditingkatkan 
melalui penyusunan dokumen perencanaan yang lebih sistematis, berbasis kebutuhan 
organisasi, serta selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Penyusunan anggaran 
juga perlu didukung oleh data yang akurat, analisis kebutuhan yang komprehensif, 
serta evaluasi terhadap realisasi anggaran pada periode sebelumnya agar alokasi 
anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan efisien. 

Kedua, partisipasi anggota DPRK dalam proses pembahasan dan pengawasan 
anggaran perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, baik melalui 
pendidikan, pelatihan teknis penganggaran, maupun pendampingan mengenai tata 
kelola keuangan daerah. Peningkatan kompetensi tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan kualitas fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran sehingga 
keputusan yang dihasilkan menjadi lebih objektif, transparan, dan berorientasi pada 
kepentingan masyarakat. 

Ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi 
penganggaran tidak dapat dicapai hanya melalui perbaikan aspek teknis penyusunan 
anggaran, tetapi juga memerlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif 
dalam setiap tahapan siklus penganggaran. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu 
membangun mekanisme koordinasi yang lebih efektif, memperkuat sistem 
pengendalian internal, serta meningkatkan transparansi informasi anggaran agar proses 
perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran dapat berjalan secara 
terintegrasi. 

Secara keseluruhan, implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran daerah, memperkuat akuntabilitas 
pengelolaan keuangan publik, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan 
yang baik (good governance) di Kabupaten Yahukimo. 
 

KESIMPULAN 
Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) kualitas perencanaan 

anggaran merupakan faktor yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi 
penganggaran di Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo. Perencanaan anggaran yang 
disusun secara sistematis, berbasis kebutuhan organisasi, dan selaras dengan prioritas 
pembangunan terbukti mampu mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efektif 
dan efisien. (2) partisipasi legislatif memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi 
penganggaran melalui fungsi pembahasan, pengawasan, dan pengambilan keputusan 
anggaran. Keterlibatan anggota DPRK yang lebih aktif mendorong terciptanya alokasi 
anggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. 
(3) efisiensi penganggaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas proses perencanaan 
ataupun partisipasi legislatif secara terpisah, tetapi merupakan hasil dari sinergi kedua 
faktor tersebut dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena 
itu, peningkatan efisiensi penganggaran memerlukan penguatan kapasitas perencanaan 
sekaligus optimalisasi fungsi legislasi dan pengawasan dalam seluruh siklus 
penganggaran. 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, ruang lingkup penelitian 
hanya mencakup Sekretariat DPRK Kabupaten Yahukimo sehingga hasil penelitian 
belum dapat digeneralisasi pada seluruh lembaga legislatif daerah di Indonesia yang 
memiliki karakteristik kelembagaan dan kapasitas fiskal yang berbeda. Kedua, model 
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penelitian hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu kualitas perencanaan 
anggaran dan partisipasi legislatif, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang 
berpotensi memengaruhi efisiensi penganggaran namun belum diakomodasi dalam 
model penelitian. Ketiga, penelitian menggunakan desain cross-sectional, sehingga 
hubungan antarvariabel yang diperoleh menggambarkan kondisi pada satu periode 
pengamatan dan belum mampu menangkap dinamika perubahan efisiensi 
penganggaran dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk 
memperluas cakupan objek penelitian pada berbagai pemerintah daerah atau lembaga 
legislatif di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga diperoleh hasil yang 
lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian 
mendatang juga dapat mengembangkan model dengan memasukkan variabel lain, 
seperti kapasitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, 
pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, transparansi anggaran, 
kepemimpinan, maupun budaya organisasi. Selain itu, penggunaan desain longitudinal 
atau pendekatan mixed methods akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai mekanisme yang membentuk efisiensi penganggaran dalam konteks tata 
kelola keuangan sektor publik. 

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan efisiensi 
penganggaran bukan hanya bergantung pada kualitas dokumen perencanaan ataupun 
efektivitas pengawasan legislatif secara individual, melainkan pada kemampuan kedua 
aspek tersebut untuk bekerja secara sinergis dalam mewujudkan tata kelola keuangan 
daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik (public 
value) yang berkelanjutan. 

.  
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